KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 903 /Kep.1227 - Keu/2014
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG
*  PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

- ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

O .Meni.mba_ng K

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan
Bupati Garut tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
perlu  dievaluasi agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa
Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan
Peraturan Bupati Garut tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014; ' .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang { Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemérintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

" {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983° tentang Ketentuan
Umum. dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 -Nomor 49, Tambahan
Lembaran_ Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
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scbagaimana telalr beberapakali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor S5
Tahun “2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kstentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999); |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); '

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44C0);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor £9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undarg Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia:
Nomor 5043); _

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan P:eratu_ran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

'é‘g.mmt;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor 109 Tahun 2000 tentang

gan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Icmbgran Negara Republik Indonesia Tahun 200C
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Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028); _

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah . (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712); :

Peraturan Pemerintah Nomeor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); e

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyeleriggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan . Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ‘83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Ba.nma.n Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor . 18, Tambahan
Lemba::an Negara Republi Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Negeri Nomor 13 Tahun 2

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4209); .

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia 'Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165},

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219); '

Peraturan:. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-- 's:cbagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

006 tentang
Keuangan Daerah; tang Pedomén Pengelolaan
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"28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah divbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daecrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

O Dacrah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

' Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

NS tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
| bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

tcntar}g Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 14;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be ita N
Tahun 2014 Nomor32); (Berl Rk

Memperhatikan Surat Bupati Garut Nomor 902 /1896 /DPPKA tanggal 6 Agustus

ggi: perihal Penyampaian R-APBD Perubahan Tahun Anggaran

-
-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. DAN RANCANGAN -
PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014,

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut

* teritang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Garut

_ tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

Bupati Garut bersama DPRD Kabupaten Garut supaya segera

- melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
- Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Garut tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 7 (tujub) hari
kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal Bupati Garut dan DPRD Kabupaten Garut tidak
menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Garut tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bandung _
pada tanggal 3 September 2014

R JAWA BARAT,
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

h TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN
PERATURAN - BUPATI GARUT TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014. '

NOMOR : 903/Kep.1227 - Keu/2014
TANGGAL : 3 September 2014

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GARUT
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

C

A. KEBIJAKAN UMUM.,

1. Alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sudah konsisten dengan
alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan
APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
APBD. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Garut harus tetap menjaga
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran mulai dari
Kebjjakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD yang mengacu kepada Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 172 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

O beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. :

2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional
dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,
pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Garut dalam
mendukung  Prioritas Pembangunari Nasional dan  Prioritas
Pembangunan Provinsi yaitu :

a. Pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Garut dalam
mendukung 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas
lainnya pada Perubapa.n APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran
201.4 telah mencapai sebesar Rp643.212.384.084,00 atau 20,38%
dari total belanja daerah terbagi ke dalam : '

1) Pricritas meningkatkan akses dan kualitas didikan
dianggarkan sebesar R 127.375.764 .4 peno i
total Clasin. p 450,00 atau 4,03% dari

2) Prioritas perbaikan akses dan mutu kesehatan dianggarkan
sebesar Rp97.349.816.401,00 atau 3,08% dari total belanja;



2

3) Prioritas peningkatan daya beli masyarakat dlanggarkan sebesar
Rp25.423.000.000,00 atau 0,80% dari total belanja;

4) Prioritas peningkatan ketahanan pangan dlanggarkan sebesar
Rp24.230.550.676,00 atau 0,76%. dari total belanja;

5) Prioritas peningkatan kinerja aparatur dia.nggarkan sebesar

 Rp7.290.276.709,00 atau 0,23% dari total belanja;

6) Prioritas pengembangan infrastruktur wﬂayah dia.ng.garkan
sebesar Rp7 4.852.243.085,00 atau 2,37% dari total belanja;

7) Prioritas peningkatan sumberdaya energi dianggarkan sebesar
Rp3.879.842.000,00 atau -0,12% dari total belanja,

8) Prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana dianggarkan sebesar Rp13.250.991.200,00 atau 0,41%
-dari total belanja; .

9) Prioritas peningkatan pembangunan perdesaan dianggarkan
sebesar Rp113.940.546.450,00 atau 3,61% dari total belanja;

10)Prioritas peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
dianggarkan sebesar Rp8.084.221.963,00 atau 0,25% dari total
belanja;

11)Prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
dianggarkan sebesar RpS5.352.000.000,00 atau 0,17% dari total
belanja; .

12) Prioritas lainnya bidang politk, hukum dan keamanan
dianggarkan sebesar Rp2.625.000.000,00 atau 0,08% dari total
belanja;

13)Prioritas lainnya bidang perekonomian dianggarkan sebesar
Rp1.150.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja;

14)Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat dianggarkan
sebesar Rp138.368.131.150,00 atau 4,38% dari total belanja;

Pengalokasian anggaran belanja daecrah Kabupaten Garut dalam
mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi pada Perubahan APBD
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 telah mencapai sebesar

Rp493.185.030.971,00 atau 15,62% dari total belanja terbagi ke
dalam :

1) Prioritas peningkatan kualitas pendidikan dianggarkan sebesar
. Rp127.375.764.450,00 atau 4,03% dari total belanja; _

2) Prioritas peningkatan kualitas kesehatan dianggarkan sebesar
Rp97.349.816.401,00 atau 3,08% dari total belanja;

3) Prioritas peningkatan daya beli masyarakat dianggarkan sebesar
Rp25.423.000.000,00 atau 0,80% dari total belanja;

4]_ Prioritas peningkatan kemandirian pangan -dianggarkar sebesar
- Rp24.230.550.676,00 atau 0,76% dari total belanja;

Prioritas peningkatan kinerja aparatur dianggarkan sebesar

Rp7.290.276.709,00 atau 0,23% dari total belanja;

Prioritas pengembangan infrastruktur wilayah dianggarkan

sebesar Rp74.852,243.085,00 atau 2,37% dari total belanja;

Prioritas peningkatan kemandirian energi dan kecukupan air

i ggarkan SCbeSﬂr Rp3.8 9.8 2. F] ¥ i

S}
6)

7)
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8) -Prioritas penanganan bencana dan pengendalian lingkungan
hidup dianggarkan secbesar Rp13.250.991.200,00 atau 0,41%
dari total belanja; '
9) Prioritas pembangunan perdesaan dianggarkan scbesar
Rp113.940.546.450,00 atau 3,61% dari total belanja;
10)Prioritas pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata
dianggarkan sebesar Rp5.592.000.000,00 atau 0,17% dari total .
belanja; o '
Mencermati data tersebut, Pemerintah Kabupatéen Garut harus terus
mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam mendukung
tercapainya Sasaran Utama dan Prioritas Pembangunan Nasional serta
Pricritas Pembangunan Provinsi tersebut sesuai dengan potensi dan
kondisi masing-masing Daerah, mengingat keberhasilan pencapaian
sasaran utama dan prioritas pembangunan dimalksud sangat tergantung
pada sinkronisasi kebjjakan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). ' :

B. PENDAPATAN DAERAH.

1’

Pendapatan Daerah Kabupaten = Garut. semula sebesar
Rp2.791.555.566.437,00 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Garut tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi sebesar
Rp3.079.784.232.601,00 bertambah sebesar Rp288.228.666.164,00 atau
naik 10,33% dengan porsi alokasi sebagai berikut :

a. Pendapatan Asll Daerah semula sebesar Rp255.101.695.599,00 .
menjadi sebesar Rp306.458.537.795,00 bertambah sebesar
Rp51.356.842.196,00 atau naik 20,13%;

b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp2.043.006.273.353,00 menjadi
sebesar Rp2.062.285.095.974,00 bertambah sebesar
Rp19.278.822.621,00 atau naik 0,94%;

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula sebesar
Rp493.447.597.485,00 menjadi sebesar Rp711.040.598.832,00
bertambah sebesar Rp217.593.001.347,00 atau naik 44,10%;

Penetapan target pendapatan daerah tersebut supaya benar-benar
didasarkan pada potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah yang
ada di Kabupaten Garut dengan mengacu pada Peraturan Perundang-
undangan, memperhatikan realisasi pada Tahun Anggaran 2013 dan
perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah
yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah, serta -

melakukan antisipasi tidak tercapainya target pendapatan telatl:
ditetapkan. P P yane l

Disamph.ug itu, mengingat penambahan pendapatan daerah dimaksud
akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Garut

agar mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang akesn

ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan

gcmcar}ilntah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
acran, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan i

\ yang dianggarkan

galam @PBD. merupa.ka.n perkiraan yang terukur secara rasional yang

apat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
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Dalam perubahan APBD terdapat penambahan target beberapa jenis
pendapatan yang cukup signifikan pada SKPD :
a. PPK-BLUD RSU dr. Slamet :

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.22.01 Pendapatan BLUD RSUD semula
sebesar Rp106.000.000.000,00 menjadi sebesar
Rp137.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp31.000.000.000,00

atau naik 29,25%; ' '

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset :

1} 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.02 Hotel Bintang Lima semula
sebesar Rp3.300.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.050.000.000,00
bertambah sebesar Rp 750.000.000,00 atau naik 22,73%;

2) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.01 Restoran semula sebesar
Rp4.400.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.150.000.000,00
bertambah sebesar Rp1.750.000.000,00 atau naik 39,77%;

3) 1.20.1,20.05.00.00.4.1.1.04.01 Reklame
Papan/Billboard/Videotron/ Megatron semula sebesar -
Rp2.500,000.000,00 menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00
bertambah sebesar Rp500.000.000,00 atau naik 20,00%;

4) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.13.01 Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan/Pedesaan semula sebesar Rpl6.000.000.000,00
menjadi sebesar Rpl8.000.000.000,00 .. bertambah sebesar
‘Rp2.000.000.000,00 atau naik 12,50%;

5) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.01 Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) semula sebesar Rpl.000.000.000,00 menjad: sebesar
Rp400.000.000,00 berkurang sebesar Rp600.000.000,00 atau
turun 60,00%;

6) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.02 PD BPR semula sebesar
Rp717.965.892,00 menjadi sebesar Rpl.600.000.000,00
bertambah sebesar Rp882.034.108,00 atau naik 122,85%;

7} 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.04 Bagian Laba dari Bank Jabar
semula  sebesar Rpl.617.928.866,00 menjadi  sebesar
Rp2.059.239.114,00 bertambah sebesar Rp441.310.248,00 atau
naik 27,28%; ' .

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menetapkan pendapatan pada
awal tahun anggaran supaya direncanakan dengan mempertimbangkan
potensi yang dimiliki. Penganggaran target pendapatan supaya benar-
benar didasarkan pada potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah
dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2014, untuk mengantisipasi tidak tercapainya
target pendapatan yang telah ditetapkan.

. Sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III nomor 1 huruf ¢ point 3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwe bagian pemerintah
ka!aupaten/ kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi
akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam -
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Sehubungan dengan hal
tcrs.cbut, .Pemcrintah Kabupaten Garut menganggarkan Kurang Salur
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berdasarkan
Eeputusan (:.iubernur Jav_va Barat Nomor 973/Kep.588-Keu/2014 tentang
P;.u'a.x? g/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari

nerimaan Tahun Anggaran 2013 kepada Kabupaten/Kota di Jawa
Barat per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :
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a. Pajak Kendaraan Bermotor Rp  3.232.330.485,00

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp  6.727.755.900,00

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 2.967.596.744,00

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Rp 1.124.250,00
Permukaan

¢. Retribusi Kemetrologian | . Rp  8.097.968,00

 Jumlah Rp  12.936.905.347,00

. Penganggaran target pendapatan.  pada kode rekening

1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa -
Barat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp120.632.600.000,00,
jumlah penganggaran dan peruntukkannya didasarkan pada alokasi
bantuan keuangan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2014,

Sehubungan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Garut Tahun
Anggaran 2014 mendahului penyusunan Perubahan APBD Provinsi Jawa
Barat, maka apabila pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2014 terdapat tambahan alokasi bantuan keuangan untuk
Kabupaten Garut, maka ditampung dalam LRA Pemerintah Kabupaten

Garut selaku penerima bantuan. '

C. BELANJA DAERAH.

1.

Belanja - Daerah Kabupaten Garut semula - sebesar
Rp2.872.016.690.018,00 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Garut tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi sebesar
Rp3.155.569.322.506,00 bertambah sebesar Rp283.552.632.488,00 atau
naik 9,87% dengan porsi alokasi sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rpl.756.665.611.424,00
menjadi sebesar Rpl.805.682.901.643,00 bertambah sebesar
Rp49.017.290.219,00 atau naik 2,79% terdiri dari :

1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp1.662.971.340.844,00 menjadi
_ sebesar  Rp1.712.308.631.063,00  bertaumbah sebesar
Rp49.337.290.219,00 atau naik 2,97%; -

2) Belanja Hibah semula sebesar Rp8.590.000.000,00 menjadi
sebesar Rp8.640.000.000,00 bertambah sebesar
Rp50.000.000,00 atau naik 0,58%;

3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.378.731.100,00 (anggaran
tetap);

4) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp30.620.480,00 {anggaran tetap);

5) Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp71.194.919.000,00

menjadi sebesar Rp71.844.919.000,00 bertambah sebesar
Rp650.000.000,00 atau naik 0,91%; |

Belanja. Tidak Terduga semula sebesar RplO.SO0.000.000,00

menjadi sebesar Rp9.480.000.000,00 berkurang sebesar
Rp1.020.000.000,00 atau turun 9,71%;

6)

b. Belanja Langsung semula sebesar Rpl.115.351.078.594,00 menjadi
sebesar Rp1.349.886.420.863,00 bertambah

sebesar
Rp234.535.342.269,00 atau naik 21,03% terdiri dari :
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-
-

1) JBclanja Pegawai semula sebesar Rp150.723.726.950,00 menjadi -
sebesar . Rpl16.494.929.950,00 berkurang scbhesar
Rp34.228.797.000,00 atau turun 22,71%;

2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp565.230.624.868,00
menjadi sebesar Rp725.512.664.464,00 bertambah sebesar |
Rp160.282.039.596,00 atau naik 28,36%;

3) Belanja Modal semula sebesar Rp399.396.726.776,00 menjadi
sebesar - Rp507.878.826.449,00 bertambah sebesar
Rpl108.482.069.673,00 atau naik 27,16%. :

Berkenaan dengan Lkomposisi anggaran belanja tersebut, maka -
Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan tentang Penjabaran APBD maupun Perubahan APBD agar
mengupayakan peningkatan alokasi anggaran Belanja Langsung lcbi}%
besar dari Belanja Tidak Langsung, serta Belanja Modal lebih besar dari -
Belanja Pegawai atau Bclanja Barang dan Jasa, sehingga APBD
mencerminkan sebagai instrumen dalam mcwjudkap kesejahteraan
rakyat yang berkeadilan. .

Disamping itu, terhadap alokasi anggaran Belanja Modal  dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan sebesar
RpS507.878.826.449,00 atau 16,09% dari total belanja, agar terus
diupayakan peningkatannya secara bertahap sechingga anggaran belanja
modal mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dar
belanja daerah. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

. Terdapat perubahan anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak

Langsung yang cukup signifikan pada beberapa SKPD antara lain :
a. Dinas Pendidikan :

1) 1.01.1.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
semula  sebesar Rp21.536.270.673,00 menjadi sebesar
Rpl16.426.163,693,00 berkurang sebesar RpS5.108.106.980,00 atau
turun 23,72%;

2) 1.01.1.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan
Beban Kerja semula sebesar Rp478.215.492.140,00 menjadi
sebesar Rp532.180.452.028,00 bertambah sebesar
Rp53.964.959.888,00 atau naik 11,28%;

b. Dinas Kesehatan :

1.02.1.02.01.00.00.5.1 1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus .
semula sebesar Rpl.676.786.490,00 menjadi sebesar
Rpl.141.228.847,00 berkurang sebesar Rp535.557.643,00 atau
turun 31,94%;

¢. PPK-BLUD RSU dr. Slamet :

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
semula sebesar Rp598.673.836,00 menjadi sebesar
5?00.306.845,00 berkurang sebesar Rp198.866.991,00 atau turun
,13%:;
d. Dinas Bina Marga :

1) 1.08.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03

sebesar Rp416.301.600,00 menyj
berkurang sebesar Rp103.114.40

Tunjangan Jabatan semula |
adi sebesar Rp313.187.200,00
0,00 atau turun 24,77%;
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2) 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPP/'I.‘unjangan
Khusus semula sebesar Rp237.107.692,00 menjadi sebesar
Rp130.534.926,00 berkurang sebesar Rp106.572.766,00 atau
turun 44,95%; '

e. Sekretariat Daerah :

1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
semula sebesar Rp271.803.488,00 menjadi sebesar
Rp162.929.551,00 berkurang sebesar Rp108.863.973,00 atau turun
40,05%;

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun
APBD Induk Tahun 2014 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
belum. dilakukan secara cermat dan terukur. Cleh karena itu, dalam
menganggarkan belanja pegawai pada APBD dan perubahan APBD
berikutnya supaya dilakukan perhitungan secara cermat dan terulour
sehingga belanja-belanja yang merupakan kebutuhan wajib dan
mengikat dapat dianggarkan sejak awal tahun anggaran.

. Berkenaan dengan uraian rincian objek belanja pada SKPD Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan kode rekening
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.02 Belanja Pemungutan Pgjak Daerah
sebesar Rp2.664.135.611,00 (anggaran tetap), supaya memperhatikan
dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

a. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah bahwa instansi pelaksana pemungut pajak dan
retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;

‘b. Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besarnya insentif untuk
Kabupaten/Kota ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 5%;

¢. Pasal 9 ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan. Retribusi Daerah, bahwa penganggaran Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak
Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek
Belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek Belanja Pajak;

d. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa penganggaran Insentif
Pc-:munguta.n Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja
Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai,

objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek
Belanja Retribust;

Sehubunga.p dengan hal tersebut, penganggaran belanja tersebut supaya
memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan termaksud.

- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD

yang ‘dibebankan pada APBD harus mem i
pedomani Undang-Undan
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Unda.ng%
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Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jarmnan
Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku

sejak tanggal 1 Januari 2014.

Terkait dengan hal tersebut, terhadap penyediaan anggaran kode
rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Xesehatan
sebesar Rp20.000.000.000,00 (anggaran tetap) pada SKPD Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dapat dianggarkan dan
direalicasikan dengan berpedoman pada ketentuan termaksud.

Penyediaan anggaran kode rekening x.o0x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.03.08
Belanja Sertifikasi dalam kegiatan pada SKPD Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset, yaitu : '

a. 1.20.1.20.05.17.181  Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah
Kabupaten Garut Wilayah II semula tidak dianggarkan menjadi
sebesar Rp55.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk
Belanja Sertifikasi;

b. 1.20.1.20.05.17.182  Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah
Kabupaten Garut Wilayah IIl semula tidak dianggarakan menjadi
sebesar RpS50.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk
Belanja Sertifikasi; :

apabila belanja sertifikasi tersebut dimaksydkan untuk biaya

operasional dan biaya pendukung kegiatan penyerahan hasil pengadaan
tanah sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, maka alokasi untuk belanja sertifikasi dalam
kegiatan termaksud agar dianggarkan pada Jenis Belanja Modal sesuai
Kode Rekening Penganggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam _
Negeri tersebut.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan pada Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
semula sebesar Rpl.381.170.299.945,00 menjadi sebesar
Rp1.451.445.190.329,00 bertambah sebesar Rp70.274.890.384,00 atau -
menjadi 47,51% dari total Belanja Daerah dengan rincian :

a. Bela.nj?. Tidak Langsung pada SKPD Dinas Pendidikan berupa Gaji
PNS Dinas Pendidikan dan Gaji Tenaga Kependidikan semula sebesar

Rpl.248.541.115.495,00 menjadi scbesar Rp1.313.321.680.379,00
bertambah sebesar Rp64.780.564.884,00; |

b. Belanja Langsung pada SKPD Dinas Pendidikan semula sebesar
Rp132.629.184.450,00 menjadi sebesar Rp138.123.509.950,00
bertambah sebesar Rp5.494.325.500,00;

menunjukkan bahwa alokasi anggaran idi .
Keten < ang- gg pendidikan telah memenuhi

kurangnya sebesar 20% dari belanj i
; ja daerah sesuai
g:nglan Peraturan .Pemenntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
ndidikan. Sclarputnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah atay Pemerintah Daerah
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dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan
dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai Peraturan Perundang-
undangan.

Penyediaan anggaran untuk urusan kesehatan pada Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014 semula dianggarkan sebesar Rp328.316.993.850,00
menjadi scbesar Rp361.914.447.211,00 bertambah sebesar
Rp33.597.453.361,00 atau menjadi 18,82% dari total belanja di luar gaji, -
telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besar
anggaran keschatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan
den belanja Daerah di luar gaji. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah -
Kabupaten Garut diharapkan tetap konsisten dengan tidak menurunkan
jumlah alckasi anggaran untuk urusan kesehatan di luar gaji sekurang-
kurangnya sebesar 10% dari total anggaran belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk
bidang lain yang juga menjadi Prioritas Nasional, Provinsi, maupun
Pemerintah Kabupaten Garut. '

Hal-hal yang perlu diperhatikan kembali sebagaimana tercantum
dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat: Nomor 903/Kep.1786 -
Keu/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Garut tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 adalah sebagai berikut :

a. Nomenklatur rincian objek belanja kode rekening -
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional
KDH/WKDH semula sebesar Rp600.000.000,00 menjadi sebesar
Rp620.000.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 pada pos
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar diubah
nomenklaturnya menjadi Biaya Penunjang Operasional Kepala -
Dacrah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
-Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada kode
rekening : ) '

1) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 Belanja Hibah semula sebesar
Rp8.590.000.000,00 ‘menjadi - sebesar Rp8.640.000.000,00,-
bertambah sebesar RpS0.000.000,00 atau naik 0,58%, dengan
objek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta -

- serta rincian objek Badan Lembaga/ Organisasi Swasta;

2) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp3.378.731.100,00 (anggaran tetap), dengan objek Belanja
Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan serta rincian objek
Belanja Bantuan Sosial Org. Kemasyarakatan;

penganggarannya harus memperhatikan '

Menteri Dalam Negeri Nom N L aan  Peraturan

Pemberian Hibah dan B

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana i
] telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
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tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yvang Bersumber dari Anggaran Pendapatan” dan Belanja Daerah,
vaitu : _

1} Pasal 11 ayat {2) menyatakan bahwa Objek Belanja Hibah dan
Rincian Objek Belanja Hibah meliputi Pemerintah, Pemerintah
Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi -
Kemasyarakatan; _ _

2) Pasal 11A ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah
mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan- Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD; _ - '

3) Pasal 30 ayat (2} menyatakan bahwa Objek Belanja Bantuan
Sosial dan Rincian Objek Belanja Bantuan Sosial meliputi
Individu dan/atau Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Non
Pemerintahan; -

4) Pasal 30A bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar penerima,
alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV,
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak
termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya;

Dengan demikian, penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial tersebut dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun -
Anggaran 2014 sepanjang mengacu pada kestentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Penyediaan kredit anggaran kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7
Belanja Bantuan Keuwangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan .
Pemerintahan Desa semula sebesar Rp71.194.9 19.000,00 menjadi

sebesar Rp71.844.919.000,00 bertambah sebesar Rp650.000.000,00
dengan objek belanja : '

1) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
-Kabupaten/Kota semula sebesar Rp42.316.919.000,00 menjadi
sebesar Rp42.966.919.000,00 bertambah sebesar
IRp650.000.000,00 dengan rincian 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.02.01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota;

2) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintahh  Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya sebesar
Rp28.878.000.000,00 (anggaran tetap), dengan rincian :

a) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.03 Belanja  Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintahan Desa Sebesar” Rp28.023.000
(anggaran tetap); pLs. 0 .000,00
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b} 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.04 Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik sebesar Rp855.000.000,00 (anggara.n
tetap);

belum jelas nama penerimanya. Sebagaimana ketenituan Lampiran
angka [I. nomor 2 huruf a point 6).¢} Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2014, bahwa dari aspek teknis penganggaran dalam APBD
pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku -
penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima
bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Untuk itu dalam
APBD penerima bantuan agar pula diuraikan daftar nama
pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai |
rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening
berkenaan )

. Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kode
rekening 1.20.1.20,05.00.00.5.1.7.04.04 Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik sebesar Rp855.000.000,00 (anggaran tetap)
pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Aset, agar dirinci nama partai penerima bantuan serta besarannya
sebagaimana amanat dalam Lampiran angka IIl. nomor 2 huruf a
point 6).b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa
bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis
belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada
partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima
bantuan keuangan. Selain itu, agar ditinjau kembali alokasi
anggarannya mengingat pada tahun 2014 terjadi perubahan jumlah
perolekan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
bagi partai politik. Besaran bantuan keuangan kepada partai politik
agar mengacu pada Pasal 31A Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor' 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik. _

Terhadap kegiatan kode rekening x.xx.x.xx.xx.01.19 Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung Tekmis/Administrasi seluruh anggaran
dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, agar
ditinjau dan diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan
sesuai dengan target kinerja yang diinginkan dengan mengacu pada
ketentuan Lampiran angka III. nomor 2 huruf b point 2) Peraturan -
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pcn_yusunan APBD Tahun Anggaran 20 14, bahwa dalam satu
kegmfan tidak- diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis
belanja pegawai, objek belanja honorarium dan rincian objek belanja
honorarium Non PNSD. '

Penambahan alokasi anggaran untuk Honorari :
Non PNS dan Uan 44 norarium PNS/Honorarium

SEPD 1 g Saku Non PNS dalam kegiatan antara lain pada
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1) Dinas Perhubungan :

a) 1.07.1.07.01.15.20 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sebesar Rp100.000.000,00 (anggaran tetap)
antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tim Kegiatan
semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp60.600.000,00;

b) 1.07.1.07.01.05.16 Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan
Kepegawaian sebesar Rpl100.000.000,00 (anggaran tetap)
dialokasikan untuk Uang Lembur PNS semula tidak
dianggarkan menjadi sebesar Rp72.384.000,00 dan Uang
Lembur Non PNS semula tidak dianggarkan menjadi sebesar
Rp23.4C0.000,00;

2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

1.17.1.17.01.17.12 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
Daerah semula sebesar Rp725.000.000,00 menjadi sebesar
Rp775.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 antara
lain dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
semula sebesar Rp426.650.000,00 menjadi sebesar -
Rp476.€50.000,00 bertambah sebesar Rp50. 000 000,00;

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

‘a) 1.19.1.19.01.24.13 Tim Pemantau Perkembangan Politik di
Kabupaten Garut semula tidak dianggarkan menjadi sebesar .
Rp78.000.000,00 dialokasikan untuk Honorarium Tim
Kegiatan sebesar Rp68.600.000,00;

b) 1.19.1.19.01.24.14 Fasilitasi Pengamanan Pelantikan Anggota
DPRD Periode 2014-2019 semula tidak dianggarkan menjadi
sebesar Rp250.000.000,00 dialokasikin wuntuk Honorarium
Tim Kegiatan sebesar Rp176.000.000,00;

dinilai cukup tinggi, sehubungan dengan itu agar ditinjau kembali
untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna
meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Berkenaan dengan itu,
penganggaran Belanja Honorarium PNS/Non PNS dan Uang Saku
Non PNS harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non .

'PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi

nyata terhadap efelktifitas pclaksanaan kegiatan tersebut.

. Penyediaan alokasi anggaran untuk Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS pada SKPD Dinas Perumahan
Tata Ruang dan Permukiman dalam kegiatan : '

1) 1.04.1.04.01.05.46 Peningkatan Kapasitas Kinerja Perencanaan
dan Pengawasan Teknis semula tidak dianggarkan menjadi
‘sebesar Rp200.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk
Belanja Bimbingan Teknis;

2) 1.04.1.04.01.22.07 Fasilitas Pembinaan Manajemen dan Teknisi |
Air Bersih Perdesaan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar

Rp150.000.000,00 seluruh anggaran dialokasilean ]
Bi.n;bingan Teknis; = S untuk B§18n13
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agar ditinjau kembali untuk dikurangi dan dilakukan sangat selektif
dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi ‘dan komp.et-ensx
serta manfaat ‘yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan

.dan pelaﬁhan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian

efektifitas penggunaan anggaran daerah. Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Lampiran angka III. nomor 2 huruf b point 3).f) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman |
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

. Penyediaan/ Penambahan anggaran Belanja Makanan dan Minuman

pada SKPD antara lain :
1) Dinas Pendidikan dalam kegiatan :

a) 1.01.1.01.01,20.42 Musyawarah Perencanaan Peningkatan
Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula tidak
dianggarkan menjadi sebesar ‘Rp249.703.500,00 antara lain
dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan /
Sosialisasi sebesar Rpl113.750.000,00;

b) 1.01.1.01.01.22.62 Penilaian Kinerja Kepala SD, SMP, SMA dan
SMK  semula tidak dianggarkan menjadi  sebesar
Rp249.703.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja

- Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi sebesar
Rp113.750.000,00;

2) Sekretariat Daerah dalam kegiatan :

'1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar
Rp2.674.600.000,00 (anggaran tetap) antara lain dialokasikan
untuk Belanja Makanan dan Minuman Tamu semula sebesar
Rpl1.141.000.000,00 menjadi sebesar Rpl.249.000.000,00
bertambah sebesar Rp108.000.000,00;

3} Sekretariat DPRD dalam kegiatan :

1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
semula sebesar Rp1.913.190.000,00 menjadi sebesar
' Rp2.811.480.000,00 bertambah sebesar Rp898.290.000,00 antara
lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat
~semula sebesar Rp124.550.000,00 menjadi sebesar
Rp167.970.000,00 bertambah sebesar Rp43.420.000,00;

dinilai cukup Dbesar penambahan anggarannya dan tidak .
mencerminkan asas efisiensi anggaran, oleh karena itu supaya
ditinjau kembali dengan mempertimbangkan asas proporsional,
kewaja.}-an dan kepatutan sehingga APBD lebih mengutamakan
keberpihakan pada kepentingan umum.--dan kesejahteraan
masyarakat. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan
anggaran belanja dimaksud agar digunakan untuk mendanai
program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang menjadi kewenangannya.

Penyediaan anggaran Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat, Belanja

Sewa Ruang Rapat/Pertemuan dan Belanja Sewa Pengina ada
SKPD antara lain : ’ pan P |

1) Dinas Pendidikan dalam kegiatan

1.01.1.01.01.22.62 Penilaian Kinerja Kepala SD, SMP, SMA dan

SMK semula tidak dianggarkan menjadi

: sehe
'Rp249.703.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja S:v?; |

Penginapan sebesar Rp44.000.000,00;
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2) Dinas Koperasi UMKM dan BMT dalam kegiatan :

1.15.1.15.01.18.25 Peningkatan Peranan Koperasi Melahii

Pemberdayaan Koppontren sebesar Rp200.000.000,00 (anggaran
tetap} antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/
Kantor/Tempat semula tidak dianggarkap menjadi sebesar
. Rp54.000.009,00; -

3) Sekretariat DPRD dalam kegiatan :

1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
semula sebesar Rpl.913.190.000,00 menjadi sebesar
Rp2.811.480.000,00 Ybertammbah sebesar Rp898.290.000,00
antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/
Tempat semula sebesar Rp234.700.000,00 menjadi sebesar
Rp298.200.000,00 bertambah sebesar Rp63.500.000,00;

4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam
kegiatan : _ .
1.20.1.20.05.17.183 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa
semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp255.084.000,00
antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp172.000.000,00;

5) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam kegiatan :

1.20.1.20.08.30.02 Secleksi Penerimaan Calon PNS semula
sebesar Rpl194.617.900,00 menjadi sebesar Rp444.617.900,00
bertambah sebesar Rp250.000.000,00 antara lain dialokasikan
untuk Belanja Sewa Penginapan semula tidak dianggarkan
menjadi sebesar Rp30.155.000,00;

dinilai cukup besar penambahan anggarannya dan tidak
mencerminkan asas efisiensi anggaran, oleh karena itu supaya
ditinjau kembali dengan mempertimbangkan asas proporsional,
kewajaran dan kepatutan schingga APBD lebih mengutamakan
keberpihakan pada kepentingan umum dan kesejahteraan
masyarakat. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan
anggaran belanja dimaksud digunakan untuk mendanai program
dan kegiatan dalam rangka peningkatan kes¢jahteraan masyarakat
yang menjadi kewenangannya. '

Penyediaan tambahan alokasi anggaran untuk Belanja Perjalanan
Dinas dan Belanja Sewa Mobilitas pada SKPD antara lain ;

1) Dinas Koperasi UMKM dan BMT dalam kegiatan :

a) 1.15.1.15.01.17.07 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan
Kerjasama UMKM sebesar Rp400.00.000,00 (anggaran tetap)
antara lain dialokasikan untuk Belanja Mobilitas Udara semula
tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp64.200.000,00;

1.15.1.15.01.18.08 Rintisan’ Penerapan Teknologi Sederhana/
Manajemen Modern Pada Jenis-jenis Usaha Koperasi sebesar
Rp250.000.000,00 (anggaran tetap) dialokasikan untuk Belanja
Sewa Travel semula sebesar Rp105.000.000,00 menjadi sebesar
Rp109.800.000,00 bertambah sebesar Rp4.800.000,00;

2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kegiatan :

a) 2.04.1.17.01.16.13 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata

Unggulan Pembersihan Eceng Gondok di- OTDW Situ Bagendit

)
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semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00
antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Mobilitas Darat
sebesar Rp23.280.000,00 dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Air sebesar Rp69.000.000,00;

b) 2.04.1.17.01.17.18 Peningkatan Peran Serta Masyarz_akat
Dalamm Pengembangan Kemitraan Pariwisata semula tlda!.k :
dianggarkan menjadi sebesar Rpl100.000.000,00 antara lain

. dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sebesar Rp59.240.000,00;

'Sekretariat DPRD dalam kegiatan :

1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

'semula sebesar Rpl.913.190.000,00 menjadi sebesar

Rp2.811.480.000,00 bertambah sebesar Rp898.290.000,00 antara
lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
semula sebesar Rp8&8.000.600,00 menjadi sebesar
Rp152.000.000,00 bertambah sebesar Rp64.000.000,00, Belanja
Sewa Sarana Mobilitas Udara semula sebesar Rp281.200.000,00

.menjadi sebesar Rp409.600.000,00 " bertambah  sebesar

Rp128.400.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
semula  sebesar Rpl.057.156.000,00 menjadi  sebesar
Rp1.618.626.000,00 bertambah sebesar Rp561.470.000,00;

Kecamatan Kadungora dalam kegiatan :

1.20.1.20.21.01.021 Rapat-rapat Koordinas dan Pembinaan Ke
Dalam Daerah semula sebesar Rp43.975.000,00 menjadi sebesar
Rp235.225.000,00 bertambah sebesar Rp191.250.000,00 seluruh

anggaran dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah;

Kecamatan Limbangan dalarn kegiatan :

1.20.1.20.23.01.021 Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke -
Dalam Daerah semula sebesar Rp64.295.000,00 menjadi sebesar
Rpl155.195.000,00 bertambah sebesar Rp90.900.000,00 seluruh
anggaran dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah;

Kecamatan Leles dalam kcgiatan :

1.20.1.20.24.01.021 Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke

Dalam Daerah semula sebesar Rp31.200.000,00 menjadi sebesar

Rp104.700.000,00 bertambah sebesar Rp73.500.000,00 scluruh

aDnggaran dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam -
aerah; -

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa da.lam
kegiatan :

1.22.1.22.01.18.44 Sosialisasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014
df.ln PP 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa semula tidak
dianggarkan menjadi sebesar Rp300.000.000,00 antara lain

dialqkasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
menjadi sebesar Rp133.7 40.000,00;

dinilai culup tinggi dan tidak mencerminkan asas efisiensi

anggaran. Sehubun
untuk dikurangi d
harinya dib

gan dengan hal tersebut, agar dipertimbangkan
1 dan dilaltukan secarg selektif, frekuensi dan jumlah
atasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
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dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan
Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding
dilaporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Khusus
penganggaran perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Instruksi
Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi -
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
Sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III. nomor 2 huruf b
point 3}).¢) Peraturan Menteri Dalam: Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarari 2014.

Terhadap uraian objek dan rincian objek belanja kode rekening :

1) X.xX.X.XX.xx.x%.%x.5.2.23 Belanja Barang yang akan Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;

2) X.XXXX0KXXXXX.5.2.2.23.01 Belanja Barang yang akan
Diserahkan pada Masyarakat;

3) X.XX.X.XX.XX.XX.xX.5.2.2.23.02 Belanja Barang vyang akan
Diserahkan pada Pihak Ketiga;

supaya memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:

1} Pasal 11 ayat (3} bahwa Hibah berupa barang atau jasa _
dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang
diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan
kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Hibah
Barang atau Jasa dan rincian objek Belanja Hibah Barang atau
Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada

* SKPD; '

2) Pasal 11A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar
nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam
Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

3) Pasal 30 ayat (3) bahwa bantuan sosial berupa barang
dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung vyang
diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan
kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Bantuan
Sosial Barang dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang
yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD;

'4) Pasal 30A ayat {1) bahwa Kepala Datrah mencantumkan daftar |

nama pcncrima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial
dalam Lg.mpu'an IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penganggaran belanja dalam kegiatan pada SKPD :

1) Dinas Perumahan Tata Ruang dan Permukiman :
1.04.1.04.01.15.264 Bantuan Bahan Bangunan RTLH Ds. Tanjung
Jaya  semula  tidak dianggarkan menjadi sebesar

Rp150.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untui ]
' tuk Bel
Modal Pengadaan Konstruksi Perumahan; e
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2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi : |
1.13.1.13.01.21.19 Peningkatan dan Prasarana Pelayanan Sosial
Bagi Organisasi Sosial semula tidak dianggarkan menjadi sebesar
Rp100.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Bahan Baku
Bangunan sebesar Rp95.795.000,00;

serta belanja sejenis lainnya, apabile penganggaran belanja dalam
kegiatan tersebut dimaksudkan secbagai hibah ataupun bantuan
sosial dalam bentuk barang kepada pihak ketiga/masyarakat dalam
penganggarannya supaya memperhatikan ketentuan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

1} Pasal 11 ayat (3) bahwa Hibah berupa barang atau jasa |
dianggarkan dalam kelompok  Belanja Langsung yang
diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan
kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Hibah
Barang atau Jasa dan rincian objek Belanja Hibah Barang atau
Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada |
SKPD;

2) Pasal 11A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar
nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam
" Lampiran Il Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

3} Pasal 30 ayat (3) bahwa bantuan sosial berupa barang
dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung vyang
diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan
kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Bantuan
Sosial Barang dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang
_Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD; '

4) Pasal 30A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar
nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial
dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau

* keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Sehubungan dengan itu, penganggaran hibah ataupun bantuan
sosial dalam bentuk barang tersebut dapat dianggarkan dalam

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sepanjang mengacu pada
ketentuan termaksud.

- Penganggaran Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal pada
Perubahan APBD dipandang tidak relevan atau tidak terkait
langsung dengan kegiatan berkenaan pada SKPD antara lain :

1) Dinas Kesehatan dalam kegiatan :

1.02.1.02.01.23.11 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar
Stan'dm: Pelayanan Kesehatan semula sebesar Rp469.014.000,00
menjadi sebesar  Rp569.014.000,00 bertambah sebesar

Rp100.000.000,00 rincian belanja aritara lain dialokasikan untuk

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book semula tidak

dianggarkan menjadi sebesar Rp80.000.000,00 dan Belanja Modal

Pengadaan Printer semula tidak diangearkan o di
Rp20.000.000,00; g8 menjadi sebesar
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2) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam kegiatan :
1.20.1.20.08.30.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS semula sebesar

'Rp194.617.900,00 menjadi sebesar Rp444.617.900,00 bertambah
sebesar Rp250.000.000,00 rincian belanja antara lain
dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/Server semula tidak dianggarkan menjadi sebesar
Rp69.045.000,00;

3) Kecamatan Tarogong Kaler dalam kegiatan : . -

" 1.20.1.20.19.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi -
Listrik/Penerangan Bangunan  Kantor semula  scbesar
Rp3.971.500,00 menjadi sebesar Rpl10.471.500,00 bertambah
sebesar Rp6.500.000,00 rincian belanja antara lain dialokasikan
untuk Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik semula
tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp6.500.000,00; '

serta belanja yang sejenis dianggap tidak terkait langsung dengan
kegiatan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
telah diatur bahwa untuk menampung kegiatan maupun belanja
yang tidak terkait langsung dengan urusan pemerintahan daerah
atau yang diantaranya dialokasikan untuk pada setiap SKPD,
dianggarkan dalam program dan kegiatan yang bersifat umum yaita
dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan
Disiplin Aparatur dan seterusnya. Sehubungan dengan itu, belanja
dalam kegiatan tersebut agar diformulasikan kembali sehingga
relevan dengan kegiatan berkenaan,

. Terhadap kegiatan baru atau pun penambahan alokasi anggaran
unituk pengadaan kebutuhan barang milik daerah serta
Pembangunan Gedung dan Bangunan Milik Daerah pada SKPD
antara lain : '

1) PPK-BLUD RSU dr. Slamet dalam kegiatan :

1.02.1.02.02,26.18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00
dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Bedah sebesar Rp1.498.147.000,00, dan Belanja Modal Pengadan
Alat-alat Penunjang CSSD sebesar Rp500.338.000,00;

2) Dinas Perumahan Tata Ruang dan Permukiman dalam kegiatan :

1.04.1.04.01.25.03 Peningkatan Sarna dan Prsarana Bangunan
Gedung Pemerintah semula sebesar Rp3.403.400.000,00 menjadi
scbesar Rp5.753.400.000,00 bertambah sebesar
REp2.350.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembeclian Gedung Kantor;
3) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam
kegiatan :

. 1.08.1.08.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
semula sebesar Rp204.900.000,00 menjadi sebesar |
R1?314.-900.00.0,00 bertambah sebesar Rpl 10.000.000,00 antara
lain  dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor Micro Bus semula sebesar

Rpl189.900.000,00 menjadi sebesar R rtam
, P299.900.000,00 b
sebesar Rp110.000.000,00: criambah



4)
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6)

7)

8)

9)
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Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kegiatan :
1.13.1.13.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
sebesar Rp480.000.000,00 (anggaran tetap) dialokasikan untuk
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Minibus semula sebesar Rp337.722.500,00 menjadi sebesar
Rp395.277.500,00 bertambah sebesar Rp57.555.000,00;

Dinas Koperasi UMKM dan BMT dalam kegiatan :

1.15.1.15.01.02.004 Pengadaan Mobil Jabatan semula sebesar
Rp206.260.000,00 menjadi sebesar Rp229.510.000,00 bertambah
sebesar Rp23.250.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Minibus semula

‘sebesar Rp204.890.000,00 menjadi sebesar Rp228.140.000,00

bertambah sebesar Rp23.250.000,00;

‘Sekretariat Daerah dalam kegiatan :

1.20.1.20.03.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
semula  sebesar Rpl.457.586.000,00 menjadi  sebesar -
Rp2.638.976.000,00 bertambah sebesar Rp1.181.3901.000,00
dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

‘Darat Bermctor Minibus semula sebesar” Rp1.325.786.000,00

menjadi  sebesar Rp2.507.176.000,00 bertambah sebesar
Rpl.181.390.000,00; '

Sekretariat DPRD dalam kegiatan :

1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
semula sebesar Rp278.635.000,00 menjadi sebesar
Rp898.225.000,00 bertambah sebesar Rp619,590.000,00
dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Minibus semula sebesar Rp278.635.000,00
menjadi  sebesar Rp868.225.000,00 bertambah sebesar
Rp589.590.000,00, dan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor semula tidak
dianggarkan menjadi sebesar Rp30.060.000,00; -

Kecamatan Warnaraja dalam kegiatan :

1.20.1.20.35.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp30.000.000,00
seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor;

Kecamatan Mekarmukti dalam kegiatan :

1.20.1.52.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
semula tidak diangparkan menjadi sebesar Rp49.701.600,-
seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor;

10) Badan Ketahanan Pangan dalam kegiatan :

1:21.1.21.02.004 Pengadaan Mobil Jabatan semula  tidak
ggarkan menjadi sebesar Rp248.643.700,00 seluruh anggaran

dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Darat Bermotor Minibuys; : )  Anglaitan
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11) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam kegiatan : _
1.26.1.26.01.02.010 Pengadaan Meubeulair semula tidak

" dianggarkan menjadi sebesar Rp200.500.000,00 seluruh anggaran
dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya;

12) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dalam
kegiatan : , |
2.07.2.07.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00
seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai

rencana kebutuhan barang sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan terlebih dahulu
melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang -
inventaris yang tersedia, baik dari segi kondisi maupun umur
ckonomisnya serta mengacu pada ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan
gedung dan bangunan milik daerah agar mengacu pada ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.

Terhadap penganggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah pada SKPD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kode rekening
1.20.1.20.05.02.177 Pengadaan Tanah Ciateul dan Regol semula
tidak dianggarkan menjadi sebesar Rpl1.879.916.000,00 seluruh
anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah
Sarana Stadion Olahraga, dalam pelaksanaanya agar mengacu pada
ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanzh bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

. Persetujuan Bersama Bupati Garut dengan DPRD Kabupaten Garut

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupgtcn Garut Tahizln Anggaran 2014 ditandatangani pada tanggal
24 Ju}1 2014, se a ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan

isetujui bersama
DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang

Penjabaran  APBD /Perubahan APBD 1
' . | sebelum ditetapkan oleh
Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja digampaﬂcan
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kepada Gubernur untuk dievaluasi, seharusnya Rapcanga.n
Peraturan Daerah beserta dokumen evaluasi disampaikan ke
Gubernur paling lambat pada tanggal S5 Agustus 2014, namun
demikian Rancangan Peraturen Daerah Kabupaten Garut beserta
Dokumen Evaluasi diterima secara lengkap oleh Gubemur pada}
tanggal 14 Agustus 2014 atau lebih 7 (tujuh) hari kerja dari
semestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan APBD dan
Perubahan APBD berikutnya agar menjadi perhatian sehingga
tahapan penyusunan APBD/Perubahan APBD taat pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. ' '

9. Terhadap penganggaran pendapatan daerah, program, kegiatan maupun
kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan
kebutuhan yang menjadi Prioritas di Kabupaten Garut, baik pada
kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, supaya
diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. '

Q D. PEMBIAYAAN DAERAH.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya semula
sebesar Rpl00.561.123.581,00 menjadi sebesar Rpl101.885.089.905,00
bertambah sebesar Rpl.323.966.324,00 dengan rincian hanya
mengalokasikan dari 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.06.01 Kegiatan Lanjutan.
Rincian SiLPA agar mengacu pada ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran SiLPA dimaksud harus
diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA Tahun Anggaran
2013 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Garut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2013.

- 2. Penganggaran Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah Daerah kode
rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
- Daerah  semula sebesar Rpll.600.000.000,00 menjadi sebesar
Rpl17.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan
rincian :

a. 1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.01 BPR sebesar Rp3.000.000.000,00
(anggaran tetap);

b, 1.20.1.20,05.00.00.6.2.2.02.02 PDAM semula sebesar
RpS5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.000.000.000,00 bertambah
sebesar Rp6.000.000.000,00;

C. 1.20.1,20.05.00.00.6.2.2.02.04 PDPK
(anggaran tetap);

d. 1.20."1,.20.05.00.00.6.2.2.02.06 PD BPR-LPK
Rp1.000.000.000,00 (anggaran tetap);

dalam Pe‘ laksanaann ya supaya be d .
. - rpedoman pada Peraturan M
Negeri Nomor 52 Tah enteri Dalam

. un 2012 tentang Ped .
Pemerintah Daerah, g Tecoman Pengelqlaan Investasi

sebesar Rp2.600.000.000,00

-
-

sebesar
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E. LAIN-LAIN.

1. Rancangan Peraturan Bupati Garut tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014 harus dilengkapi dengan Lampiran Il Daftar Nama
Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima serta
Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial yang Diterima sebagaimana amanat Pasal 11A dan Pasal
30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggparan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang -
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Dalam Raperda sebelum judul agar dicantumkan lambang Negara dan |
nama provinsi, sesuai Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah, sebagai berikut : - . '

BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

3. Evaluasi Aspek Hukum (Dasar Hukum).
a. Agar dicantumkan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tshun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

kyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

2!;{1;:;1‘ 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
L<a);

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang |
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20 14;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 t
tang
Pembentukan Produk Hultum Daerah (Berita N ¢
Nomor 83): (Beri egara Tahup 2014
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b. Nomor urut 19, 34, dan 41 diubah menjadi :

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan lLayanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah .
"dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
‘tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340j;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomeor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang -
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

c. Nomor urut 4, 27, 47, dan 49 dihapus.

2. Dalam Raperda setelah Kalimat Lembaran Daerah agar ditambahkan
Kalimat Nomor Register, sebagai berikut :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 NOMOR...
SERI ..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA
BARAT (.../2014),




